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Abstract

In the International Commerce law system, there were some common principles of free market implementation.
Besides the common principles, GATT law system also had dealt to receive another principle that was more
specific that deviated the common principles. This exception principle was called Special and Differential
Treatment Principles or S&D principles. The purpose of S&D was to help the developing countries or under-
developed countriesto get benefit in doing the commerce to the developed industrial countries by having
special treatment which was different from the common principles and which were many times broken by
developed industrial countries, so it was felt as an unfair treatment by developing countries.
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Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sistem hu-
kum General Agreement on Tariffs and Trade berlaku
prinsip-prinsip dasar khususnya yang tercantum
dalam Teks General Agreement merupakan sumber
hukum yang utama di dalam GATT.

Di dalam sistem hukum GATT tersebut
walaupun prinsip-prinsipnya merupakan fondasi
atas seluruh kerangka GATT dan WTO, akan te-
tapi untuk masing-masing prinsip utama yang
demikian itu, dalam implementasinya masih mem-
beri toleransi adanya perkecualian-perkecualian.

Adapun prinsip-prinsip utama perdagangan
bebas yang menjadi sumber hukum dalam GATT

adalah sebagai berikut: 1) Most Favored Nation atau
non diskriminasi adalah prinsip perdagangan
internasional antara negara anggota WTO harus
diselenggarakan secara non diskriminatif (pasal I
GATT). Perlakuan yang sama ini harus dijalankan
segera dan tanpa syarat (immediately and uncondi-
tionally).

Namun demikian menurut prinsip ini bahwa
konsesi (perkecualian) yang diberikan kepada satu
negara mitra dagang, harus berlaku pula untuk
semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh
diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari-
pada negara lainnya.
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Dengan demikian semua negara diberi ke-
dudukan yang sama. Perkecualian terhadap prinsip
ini dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus ter-
tentu yang disepakati bersama. Prinsip ini misalnya
diberlakukan pada perjanjian terkait hak kekayaan
intelektual (TRIPS)) dalam pasal IV serta perjanjian
mengenai jasa (GATS) pada pasal II.

2) Sisi lain dari prinsip non diskriminasi ada-
lah prinsip National treatment (pasal IIl GATT) yang
melarang perbedaan perlakuan antara barang asing
dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat
suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam
negeri suatu negara anggota atau telah melalui
daerah pabean, serta telah membayar bea masuk
maka barang impor tersebut harus diperlakukan
dengan tidak lebih buruk daripada hasil produk
domestik.

3) Tarif sebagai instrumen tunggal proteksi.
Prinsip ini mengizinkan adanya proteksi terhadap
produk domestik. Namun demikian, proteksi yang
diperlakukan ini hanya boleh dilaksanakan melalui
satu instrumen saja yaitu melalui penetapan tarif
atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang
impor dan tidak boleh melalui pembatasan lainnya.
4) Tariff Binding. Untuk lebih menjamin perdagang-
an internasional yang lebih dapat “dibaca” atau
predictable maka diterapkan ketentuan untuk
melakukan tariff binding atau suatu komponen yang
mengikat negara-negara anggota untuk tidak
menaikkan tariff atau bea masuk terhadap barang
impor, setelah masuk ke dalam daftar “komitmen
tarif” (pasal XXVII GATT). 5) Persaingan yang adil
atau Fair competition. Untuk menghadapi pemberi-
an subsidi ekspor dan dumping, maka negara peng-
impor barang diberikan hak untuk mengenakan
Anti dumping duties dan Countervailing duties se-
bagai imbalan atau tindak “balasan” terhadap dum-
ping atau subsidi ekspor.

6) Larangan Restriksi kuantitatif. Merupakan
larangan umum terhadap pembatasan atau bersifat
kuantitatif yang berupa kuota tertentu atau jenis
pembatasan yang serupa karena dianggap meng-
hambat prinsip perdagangan bebas (pasal IX GATT).

Perkecualian atas prinsip ini dapat diberikan
pada suatu negara, dalam hal negara tersebut
misalnya menghadapi masalah neraca pembaya-
rannya (pasal XII GATT), mencegah terkurasnya
produk penting negara pengekspor atau me-
lindungi pasar dalam negeri khususnya produk
pertanian dan perikanan. Berdasar pasal XIII GATT
bahwa pengecualian ini walaupun diperbolehkan,
tidak diperbolehkan dilakukan secara diskrimi-
natif.

7) Perkecualian untuk perjanjian perdagang-
an regional. Seperti diketahui bahwa perjanjian
perdagangan antar beberapa negara di beberapa
kawasan regional yang juga telah menerapkan
prinsip untuk mengurangi atau menghapuskan ber-
bagai hambatan perdagangan dalam bentuk bea
masuk (tarif) atau hambatan non tarif lainnya. Per-
kecualian tersebut dibenarkan oleh GATT walau-
pun pada hakekatnya sebetulnya bertentangan de-
ngan prinsip most favoured nation.

Di dalam sistem GATT, baik yang berlaku
sekarang maupun di masa akan datang, yang
mutlak harus dijaga adalah bahwa prinsip-prinsip
yang berlaku secara umum atau multilateral akan
tetap menjadi dasar penegakan hukum perdagang-
an internasional.

Sedangkan perkecualian yang diperbolehkan
untuk kondisi tertentu, di dalam praktek justru
membuat sistem hukum GATT tersebut oleh ang-
gota khususnya dari negara berkembang sering
kali dirasa tidak adil. penyebabnya adalah karena
kebijakan yang diambil negara berkembang se-
bagai bagian dari penerapan Special and Differen-
tial Treatment Principles (prinsip S & D) sering kali
ditolak oleh negara industri maju. Bahkan sampai
dibawa ke Panel WTO. Penerapan prinsip S & D
oleh suatu negara merupakan tindakan hukum
yang yang legal sepanjang hal tersebut telah me-
menuhi kondisi atau syarat tertentu.

Biasanya panel WTO ini merupakan upaya
terakhir yang dilakukan oleh negara industri maju,
karena sebelum itu beberapa kebijakan telah di-
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ambil untuk menolak masuknya produk negara
berkembang. Misalnya saja dengan menerapkan
kebijakan menaikkan tarif impor atau tuduhan
dumping.

Oleh karenanya sangat wajar apabila sistem
hukum GATT yang berada dalam kerangka WTO,
dalam satu dekade ini mengalami degradasi keper-
cayaan dan mengakibatkan lebih banyak pelang-
garan terhadap isi perjanjian yang seharusnya di-
taati.

Masalah kepatuhan terhadap kewajiban da-
lam bentuk perjanjian dan masalah penyelesaian
sengketa merupakan dua masalah utama GATT
dan WTO. Untuk meniadakan atau mengurangi
hal tersebut maka serangkaian prinsip utama harus
diimbangi oleh aturan yang memungkinkan
adanya perkecualian (Karta djoemena, 1996).

Pada satu pihak, aturan permainan yang ter-
lalu ketat akan membawa risiko bahwa terlalu
banyak negara yang melanggar, karena banyak ke-
sulitan dalam mematuhinya. Sedangkan sebaliknya
apabila aturan permainan itu terlalu umum dan
prinsip dasarnya menjadi kabur akibat banyaknya
perkecualian terhadap prinsip tersebut.

Hal di atas juga dapat menimbulkan ketidak-
adilan di antara mereka yang mematuhi dan me-
reka yang menggunakan perkecualian terhadap
prinsip tersebut. Hal ini berakibat timbulnya seng-
keta. Oleh karenanya sistem hukum GATT meng-
ambil langkah pendekatan yang lebih pragmatis
dengan memusatkan pada prinsip-prinsip umum
yang diikuti oleh perkecualian dan bisa ditoleransi.
Namun disertai dengan syarat-syarat yang harus
dipenuhi yang dalam banyak hal, wajib menda-
patkan kesepakatan bersama (Kartadjoemena,
1996).

Adapun beberapa prinsip umum yang dibe-
lakukan dalam sistem GATT tersebut di antaranya:
1) Most Favoured Nation atau Non diskriminasi; 2)
Natrional Treatment; 3) Tarif sebagai instrumen
tunggal untuk proteksi; 4) Persaingan yang adil;

5) Restriksi kuantitatif; 6) Waiver dan pembatasan
darurat atas impor.

Secara khusus sistem hukum GATT juga
memberi toleransi sebagai perkecualian penerapan
prinsip umum tersebut bagi negara terbelakang
(miskin) maupun negara berkembang yang disebut
Special and Differential Treatment (S&D).

Mengingat bahwa WTO merupakan forum
perdagangan internasional yang lahir dari kese-
pakatan GATT, maka apakah pemberlakuan prin-
sip-prinsip umum tersebut juga dapat dijadikan
dasar pijakan yang kuat seperti Paket Bali atau Doha
Development Agenda?

Berikutnya adalah bagaimanakah keduduk-
an hukum serta penegakan prinsip perkecualiannya
yang khusus diberlakukan untuk negara ber-
kembang? Apakah alasan penolakan negara negara
anggota selama ini terhadap Doha Agenda akibat
penegakan prinsip S&D tersebut dianggap tetap
saja tidak akan memberi rasa keadilan?

Prinsip Dasar dan Perkecualian Hukum

Bahwasanya dalam tataran global, masyara-
kat internasional termasuk Indonesia tidak akan
bisa melepaskan diri dari pergaulan dunia interna-
sional. Termasuk dalam hal inia dalah perdagang-
an internasional. Dunia seolah sudah tanpa batas
(boerderless).

Ketika membicarakan mengenai perekono-
mian dunia maka akan sangat penting dipahami,
dasar dari perekonomian itu sendiri. Tidak saja
berkait dengan permasalahan untung rugi, de-
mand dan suply. Lebih dari itu adalah dalam
kerangka perdagangan dunia, atau perdagangan
internasional itu sendiri.

Dipahami, bahwasanya perdangan meru-
pakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat ber-
pengaruh terhadap perekonomian masyarakat
dunia. Hal demikian tentunya tidak perlu diper-
debatkan lagi jika mengatakan bahwa kegiatan ini

[22]



Penegakan Prinsip Special and Differential Treatment dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional
Hendra Djaja

merupakan hal yang sangat penting bagai pereko-
nomian suatu negara, yang menjadi bagian dari
ekonomi dunia.

Pada struktur perekonomian dunia, ada
organisasi yang merangkum pelaku ekonomi itu
sendiri. Organisasi dimaksud adalah Organisasi
Perdangan Dunia atau yang dikenal dengan WTO
(World Trade Organization). Organisasi internaional
ini dibentuk karena keperluan yang secara alamiah
mengharuskan adanya pengorganisasian. Tujuan
praktisnya agar tidak terjadi penindasan antarse-
sama anggota.

WTO dibentuk pada tanggal 15 April 1994
di Marakesh, Maroko setelah prundingan panjang
mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran
Uruguay yang berikutnya dituangkan dalam
Marakesh Agreement on Establising World Trade Orga-
nization. Saat ini Organisasi Perdagagan ini berang-
gotakan 160an Negara. Tidak saja dalam arti
negara yang mempunya souverignty. Termasuk juga
kawasan otoritas khusus semisal Macau, Taiwan
dan Hongkong.

Tentang WTO itu sendiri, dapat dinyatakan
bahwa salah satu hal yang penting adalah prinsip-
prinsip yang terdapat dalam organisasi perda-
gangan ini. Dalam hubungan ini ada beberapa prin-
sip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib
dipatuhi oleh setiap anggota. Tidak hanya itu, pada
setiap putusan WTO mengikat secara hukum pada
seluruh anggotanya.

Sifat dari keanggotaan WTO disebut irrevers-
ible atau tidak dapat ditarik lagi.juga dalam setiap
kali persidangan, keputusan yang diambil oleh
peserta adalah besifat Single Under Taking. Artinya
bahwa negara-negara yang menjadi anggota dari
organisasi ini harus menerima seluruh ketentuan
yang ditetepkan oleh organisasi ini. Tidak terke-
cuali dan tidak ada penyimpangan.

Adapun beberapa prinsip yang dijadikan se-
bagai dasar dimaksud adalah sebagai berikut di
bawah ini: 1) MEN (Most-Favoured Nation) adalah

Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang.
Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara
anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasi-
kan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor
yang diberikan pada produk suatu negara harus
diberikan pula kepada produk impor dari mitra
dagang negara anggota lainnya. 2) Perlakuan
Nasional (National Treatment). Dalam hubungan ini,
negara anggota diwajibkan untuk memberikan
perlakuan sama atas barang-barang impor dan
lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki
pasar domestik. 3) The National Treatment Obliga-
tion. Pada prinsip ini, tekandung maksud bahwa
menurut GATT Artikel III, negara anggota dila-
rang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam
negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat
menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penu-
runan tarif menjadi tidak berguna. Dengan kata
lain produk impor -setelah masuk pasar domestik-
dan produk domesik yang sejenis harus men-
dapatkan perlakuan yang sama. Hal yang sama juga
berlaku bagi sektor jasa dan hak atas kekayaan
intelektual.

4) Penghapusan Kuota. Pada prinsip ini, di-
maksudkan sebagai prinsip penghapusan kuota.
Artinya bahwa mengurangi hambatan kuota atas
ekspor-impor, termasuk persyaratan ijin impor dan
ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar
masuknya barang dari dan ke luar wilayah suatu
negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ku-
rangnya transparansi dalam pengaturan bea
masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak
berlakunya hukum penawaran dan permintaan.
Dalam prinsip keempat ini ada beberapa penge-
cualian yakni: a) Jika suatu negara sedang menja-
lankan program stabilisasi pasar terkait produk
pertanian; b) Neraca Pembayaran atau negara se-
dang berupaya mencegah atau mengatasi semakin
berkurangnya cadangan devisa jika cadangan yang
tercatat dianggap terlalu rendah; c¢) Dalam rangka
alokasi kuota, maksudnya besarnya kuota impor
atau ekspor ditentukan berdasarkan peranan
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negara pengekspor dalam perdagangan dengan
negara pengimpor tersebut apabila kuota tidak
ditetapkan).

4) Transparansi (Transparency). Bahwasanya
negara anggota diwajibkan untuk bersikap ter-
buka/transparan terhadap berbagai kebijakan per-
dagangannya sehingga memudahkan para pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.

WTO menyadari kenyataan bahwa pemerin-
tah memiliki perbedaan dalam tingkat pembangun-
an dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena
itu WTO juga memasukkan klausul perlakuan
khusus dan berbeda (Special and Differential Treat-
ment).

Hal di atas berarti bahwa negara negara kaya,
akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan
pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu
penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan
tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan
negara berkembang akan dipertimbangkan untuk
mendapatkan pemotongan lebih rendah dan imple-
mentasi lebih lama dalam pengurangan tarif per-
dagangan.

Bahwasanya pada dasarnya yang tergolong
dalam negara miskin disini adalah negara-negara
berkembang atau Development Country dan Least
Development Country. jika berbicara mengenai
negara berkembang maka Indonesia merupakan
salah satu negara yang masuk kedalam penggo-
longan negara tersebut.

Hal yang kiranya pelu disayangkan jika Indo-
nesia sebagai sebuah negara berkembang tidak
memanfaatkan prinsip dalam khusus dalam WTO
tersebut dengan adaanya alasan bahwa terikat
dalam sebuah perjanjian. Selain itu terlihat sikap
yang cenderung over confidence dari Indonesia yang
secara nyata belum dapat bersaing dalam sebuah
kerangka pasar bebas sebab dengan begitu Indo-
nesia sendiri mematikan industri dalam negeri
khususnya industri yang masih dikategorikan
sebagai industri kecil dan industri rumah tangga.

Pada perspektif lain, bahwa filosofi liberal
yang menaungi seluruh perjanjian perdagangan
WTO memuat lebih kurang 145 ketentuan khusus
yang dikenal dengan istilah Special and Differential
Treatment (S & D) yang diberlakukan khusus pada
negara anggota WTO yakni negara berkembang.

Secara teoritis kedudukan S & D masih
banyak dipersoalkan, karena inkonsistensi dengan
filosofi WTO sendiri yang sifatnya liberalisme.
Sebaliknya prinsip S & D menghendaki adanya per-
bedaan perlakuan di WTO yang tercermin di anta-
ranya dalam: prinsip-prinsip Most Favoured Nation
Treatment (MFEN), prinsip National Treatment (NT)
yang menghendaki perlakuan aturan hukum yang
sama terhadap seluruh negara anggota, prinsip Fair
Competition atau kompetisi secara sehat.

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT/
WTO adalah prinsip non diskriminasi yang dikenal
dengan Most Favoured Nation. MFN adalah prinsip
bahwa perdagangan internasional antara negara
anggota yang harus dilakukan secara non
diskriminatif (pasal III sampai pasal XXII).

Dengan prinsip tersebut, konsesi yang dibe-
rikan kepada satu negara mitra dagang harus
berlaku pula bagi negara lainnya. Satu negara tidak
boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk
daripada negara lain. Dengan demikian, maka
semua negara harus turut menerima atau menik-
mati peluang dan keuntungan yang sama. Perke-
cualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan
terhadap kasus-kasus tertentu.

Misalnya pada waktu perjanjian ini dise-
pakati, sudah terlanjur diberlakukan sistem pre-
ferensi sehingga tetap boleh diteruskan. Di sam-
ping itu, yang antara lain juga memperoleh per-
kecualian dari kewajiban melaksanakan MFN ada-
lah adanya Perjanjian Perdagangan Regional (re-
gional trade arrangement) dalam bentuk customs
union atau free trade area (pasal XXIV GATT) dan
kasus perkecualian terhadap negara-negara ber-
kembang.
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Prinsip lainnya adalah National Treatment
(pasal III GATT). Prinsip ini melarang perbedaan
perlakuan antara barang/jasa asing dengan barang
produk domestik. Hal itu berarti bahwa pada saat
suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam
negeri suatu negara anggota dan setelah melalui
daerah pabean, serta membayar bea masuk, maka
barang impor tersebut harus diperlakukan secara
tidak lebih buruk daripada produk domestik.

Berikutnya adalah prinsip bersaing secara
sehat atau Fair Competition. Prinsip ini muncul ka-
rena semakin terjadinya subsidi ekspor serta ada-
nya dumping. Untuk mengatasi hal itu, negara
pengimpor diberi hak melakukan anti-dumping
duties dan countervailing duties sebagai imbalan
ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau
subsidi ekspor (pasal VI).

Special and Differential Treatment adalah istilah
yang melekat pada seluruh isi teks perjanjian mul-
tilateral di dalam GATT atau WTO yang dapat kita
lihat dalam berbagai agreement misalnya: The Agree-
ment on Agriculture ; The Agreement on the Applica-
tion of Sanitary and Phytosanitary Measures atau dalam
The Agreement on Subsides and Countervailing Mea-
sures.

Prinsip S & D tersebut diyakini oleh negara
sedang berkembang sebagai salah satu cara untuk
mengatasi persoalan ketidak puasan dan ketim-
pangan (inquality) perlakuan perdagangan inter-
nasional. S & D juga diyakini dapat sejalan dengan
kritik terhadap liberalisasi perdagangan.

Demikian pula bahwa prinsip S & D tersebut
dijadikan sebagai pedoman terhadap prinsip
keadilan (justice) dalam praktek perdagangan
internasional karena S & D telah diintegrasikan
ke dalam berbagai instrumen hukum yang substan-
sinya, keadilan merupakan unsur penting. Namun
kiranya dapat dimaklumi bahwa sangat sulit untuk
mendefinisikan konsep keadilan demikian itu di
dalam praktek perdagangan internasional.

Jika dicermati, bahwa integrasi keseluruhan
aturan yang berlaku di dalam GATT atau WTO,

khususnya yang terkait dengan konsep S & D ter-
sebut harus diakui sebagai instrumen hukum per-
dagangan internasional yang substansinya men-
cakup baik kewajiban hukum maupun kewajiban
moral yang harus ditaati.

Oleh karenanya implementasi S & D di
semua negara anggota didasari kepada tiga hal
yaitu: 1) Telah disepakati atau diterima untuk dija-
dikan sebagai pedoman (Affirmative action, Reverse
action) di bawah payung ketentuan S & D untuk
memecahkan ketidak-seimbangan ekonomi negara
sedang berkembang dengan negara industri; 2)
Ketentuan aturan S & D terkait preferensi dagang
dapat disejajarkan dengan preferensi perpajakan
nasional sehingga dapat mendorong pendapatan
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin; 3) Ada kecenderungan meningkatnya
penerimaan prinsip S & D dalam praktek hukum
perdagangan barang dan jasa (legal practice).

Dengan demikian maka implementasi prinsip
S & D di dalam substansi kesepakatan WTO, harus
dipandang tidak semata-mata sebagai kewajiban
moral saja tetapi harus lebih dari itu, harus S & D
berfungsi sebagai “diskrimisasi legal” yang
ditolerir dalam instrumen perjanjian dagang
internasional.

Setelah mengatahui kedudukan hukum dari
prinsip S & D seperti di atas, persoalannya adalah
mengapa Doha Development Agenda 2001 menjadi
vakum hampir selama 12 tahun dan sangat sulit
untuk mencapai kesepakatan bulat. Sedangkan
salah satu cara “memecah kebuntuan” itu sebenar-
nya dapat mengimplementasikan instrumen hukum
Special and Differential Treatment dalam pembicaraan
atau menegosiasikan beberapa kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Agenda Doha.

Konferensi Tingkat Menteri ke 4 (dilaksana-
kan pada 9-14 Nopember 2001) yang dihadiri oleh
142 negara anggota WTO telah menghasilkan
dokumen utama yang berupa DEKLARASI DOHA.
Di dalamnya secara konkret memuat isu-isu pem-
bangunan yang menjadi kepentingan negara miskin
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dan terbelakang (least developed countries) seperti:
Kerangka kerja bantuan teknik WTO, Program
kerja untuk negara terbelakang serta program kerja
untuk mengintegrasikan secara penuh negara kecil
ke dalam forum WTO.

Sebagai agenda kesepakatan multilateral, di
dalam Agenda Doha tersebut tentu saja dapat
mengadopsi prinsip perlakuan khusus dan berbeda
(special and differential treatment) karena dalam
Agenda Doha, telah mencantumkan proporsal negara-
negara sedang berkembang untuk merundingkan
perjanjian tentang “perlakuan khusus dan berbeda”
(framework agreement of spsecial and differential
treament) yang diberlakukan khusus bagi negara
sedang berkembang sebagai bagian integral dalam
perundingan kebijakan sektor pertanian, Ketahan-
an pangan dan pembangunan pedesaan.

Salah satu persoalan yang menghambat dite-
rimanya Agenda Doha adalah persoalan penyu-
sunan peraturan yang dapat diterima ke dua pihak
yakni negara industri maupun negara miskin dan
berkembang tanpa terkecuali. Pembuatan aturan
tersebut terganjal karena tuntutan negara industri
terkait pemasaran produk industrinya agar dapat
diperdagangkan lebih bebas khususnya di negara
“ambang” industri seperti Cina dan India.

Negara industri maju, juga menginginkan
adanya proteksi atau perlindungan terhadap
sektor pertaniannya atas produk impor, sedangkan
negara berkembang menuntut agar sektor per-
tanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa dihapus.
Subsidi pertanian di negara-negara tersebut dapat
menghilangkan kesempatan dan peluang negara-
negara miskin untuk masuk ke pasar mereka. Subs-
tansi permasalahan seperti itulah yang menjadi
putusan final dalam Doha Development Agenda.
Halangan lain mengapa Agenda Doha tersebut sulit
mencapai kesepakatan, adalah banyaknya negara
yang melakukan hambatan (barrier) untuk mem-
proteksi produk domestik.

Mengingat sulitnya menerima Agenda Doha
oleh seluruh negara anggota WTO, seharusnya

dapat dilakukan terobosan melalui prinsip S & D
yang dapat mengakomodasikan berbagai kepen-
tingan. Terbukti dalam kesepakatan Paket Bali,
prinsip S & D juga dapat diterima khususnya dalam
perjanjian sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Di dalam kedudukannya sebagai instrumen
hukum perdagangan internasional, maka ketentu-
an ketentuan S & D Paket Bali bukan saja berkedu-
dukan sebagai kewajiban moral tetapi lebih dari
itu adalah sebagai kewajiban hukum bagi semua
negara anggota yang secara konsekuen menaati
dan mengimplementasikannya secara legal-formal
melalui regulasi peraturan perundangan nasional-
mya, sehingga menjadi harmoni dan seragam
dengan isi perjanjian pada Paket Bali.

Untuk dapat menegakkan prinsip S & D se-
cara efektif, seharusnya Paket Bali dalam kedu-
dukannya sebagai sumber hukum perjanjian inter-
nasional, seharusnya mengatur norma-norma
yuridis yang sifatnya operatif dan efektif sehingga
dapat mengikat semua pihak secara lebih adil dan
substansinya tidak boleh bersifat diskriminatif.

Paket Bali sebagai bagian Agenda Doha ada-
lah perjanjian dagang internasional sehingga
berkedudukan sengketa. sebagai dokumen formal
yang menjadi dasar hukum untuk menegakkan
kepatuhan multilateral berdasarkan aturan yang
disepakati bersama. Apabila di kemudian hari ter-
dapat permasalahan dalam seluruh aktifitas per-
dagangan internasional dan sejauh ada langkah
atau keputusan bersama yang diperlukan, maka
Forum WTO adalah forum untuk mengambil lang-
kah tersebut, termasuk sebagai forum bagaimana
bentuk penyelesaiannya.

Pada saat ini, Draft Paket Bali tersebut me-
mang belum final karena masih diperlukan
perundingan lebih lanjut sehingga substansinya di-
atur secara lebih rinci. Dalam kedudukannya se-
bagai sumber hukum dalam perdagangan inter-
nasional, maka menerapkan pula prinsip-peinsip
umum perdagangan bebas dalam perdagangan
internasional sebagaimana yang berlaku di bawah
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forum WTO selama ini, termasuk mengadopsi
prinsip “penyimpangan” atau “perkecualian” atau
“the special and different treatment”.

Kesepakatan Tingkat Menteri WTO ke-9 di
Nusa Dua Bali, menghasilkan tiga poin penting
yang merupakan bagian dari Doha Development
Countries 2001 yaitu: 1) Paket libelarisasi sektor
pertanian (agrriculture agreement) di mana kebijakan
proteksi oleh negara berkembang dapat diterima
oleh negara maju, khususnya Amerika Serikat. Di
samping negara maju juga bersedia mengurangi
subsidinya kepada produk domestik pertaniannya.
Kesepakatan sektor pertanian ini, menguntungkan
negara berkembang karena tidak dihambat (bar-
rier) lagi atau telah memperoleh akses bebas atas
produk barang atau jasanya bisa masuk/bersaing
dinegara maju. 2) Paket khusus negara miskin (ben-
efit least development countries agreement- LDGs agree-
ment) di manra negara miskin bebas dari hambatan
(barrier) yang selama ini dilakukan oleh negara
maju dengan memberi bantuann fasilitas untuk
mempermudah lalulintas barang/jasa sehingga
volume perdagangannya dapat meningkat secara
signifikan. 3) Paket fasilitas perdagangan (trade fa-
cilitation agreement) yang bertujuan untuk mengu-
rangi hambatan birokrasi, hambatan perijinan,
hambatan biaya tinggi serta mengurangi korupsi
di negara miskin/berkembang sehingga akan me-
nunjang iklim investasi yang pasti serta menunjang
kepastian hukum dalam berinvestasi. Untuk itu
maka negara maju akan memberi bantuan baik
finansial maupun teknologi informasi (Draft Bali
Ministerial Declaration, 2013).

Khusus untuk paket sektor pertanian seba-
gaimana disebutkan di atas, Indonesia sangat ber-
kepentingan untuk mendorong kemajuan dalam
perundingan Doha Development Agenda tersebut
khususnya sektor pertanian dan mengimplemen-
tasikan mekanisme “special and differential treament”
yakni perlakuan khusus dan berbeda karena ber-
kaitan dengan kesejahteraan petani, perlindungan
konsumen serta persoalan strategis yaitu ketahan-
an pangan nasional (Kemendag, 2013).

Ketentuan ini disebutkan dalam draft paket
Bali sebagai “Peace Clause” yakni ketentuan perke-
cualian yang berlaku sementara waktu yaitu se-
lama empat tahun sambil menunggu ketentuan atau
solusi permanen mengenai hal tersebut.

Substansi teks kesepakatan Bali ini masih
perlu dirumuskan lebih rinci dalam perundingan
lanjutan, sehingga menghindari multi tafsir dan
ketidak-pastian hukum. Draft final akan dibawa
ke forum General Council untuk diadopsi yang me-
nurut rencana pada tanggal 31 Juli 2014 sehingga
dapat mengikat secara yuridis sebagai sumber
hukum perdagangan internasional yang sifatnya
multilateral.

Sebagaimana pengalaman dalam praktek
perdagangan internasional selama ini, bahwa da-
lam pelaksanaannya unsur kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip perdagangan bebas yang fair dan
telah disepakati bersama, harus lebih ditunjukkan
dengan konsekuen.

Jangan sampai kasus-kasus di antaranya:
“larangan” yang diterapkan atas produk tembakau
(rokok kretek) dan cengkeh asal Indonesia tidak
boleh dijual di AS, sedangkan produk rokok lain-
nya misalnya rokok mentol diperbolehkan atau
Persoalan “keberatan” pemerintah Jepang atas
kebijakan MINERBA yang saat ini diterapkan oleh
pemerintah Indonesia sehingga akan digugat ke
forum Dispute Settlement Body.

Jika diwaktu mendatang dalam pelaksanaan
Paket Bali tetap saja terdapat pelanggaran terhadap
prinsip-prinsip perdagangan bebas, forum WTO
telah memiliki instrumen hukum yang jelas yaitu
Dispute Settlemen Body untuk menjembatani per-
bedaan sikap di antara negara anggota WTO.

Namun yang patut disayangkan jika gugatan
tersebut dilakukan oleh negara maju atas satu kebi-
jakan negara berkembang, yang mana negara ter-
sebut justru hanya melaksanakan kebijakannya ber-
dasarkan prinsip S & D yang legal.
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Penutup

Salah satu fungsi forum WTO adalah sebagai
sumber hukum yang menaungi seluruh eksitensi
serta aktivitasnya selaku badan yang mengako-
modasi aktivitas perdagangan internasional. Fungsi
WTO sebagai sumber hukum perdagangan
internasional yang bersifat multilateral, di-
implementasikan secara pragmatis sehingga
diharapkan tidak memberatkan dan tidak terjadi
pelanggaran khususnya terhadap prinsip-prinsip
pokok yang diberlakukan dalam forum WTO.

Sebagaimana halnya ciri hukum internasional
maka terhadap konsistensi pelaksanaan isi perjan-
jlan GATT sebagai sumber hukum perdagangan
internasional, melekat pula ciri yaitu lemah dalam
proses penegakan hukum.

Di samping menerapkan prinsip-prinsip
umum yang wajib ditaati, maka di lingkungan
WTO juga berlaku adanya penerapan prinsip khu-
sus yang disebut special and differential treatment
yaitu prinsip pemberlakukan secara khusus dan
berbeda atas substansi tertentu dan berlaku untuk
subyek hukum tertentu, tetapi dengan syarat
tertentu pula.

Ada yang berpandangan bahwa prinsip khu-
sus ini merupakan suatu “penyimpangan yang le-
gal” dalam ketentuan hukum perdagangan inter-
nasional. Prinsip perlakuan khusus dan berbeda
tersebut diberlakukan tetap berpedoman kepada
prinsip perdagangan bebas yang adil dan tidak
diskriminatif. Salah satu tujuan prinsip S&D adalah
ingin memberi perlindungan kepentingan
perekonomian khususnya negara berkembang,

walaupun dalam prakteknya sering ditentang oleh
negara industri maju sehingga kepercayaan negara
berkembang terhadap isi kesepakatan WTO dalam
satu dekade ini mengalami degradasi.
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